Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NoMor BN TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Desa wajib menyusun  percncanaan pembangunan  desa
sesuai  dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten,

bahwa perencanaun pembangunan Desa sehapaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunar
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka mMenengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan [Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Diesa

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa
Kuwarasan Tahun 2016,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daecrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kouangan
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nepgara
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |04,
Tambahan Berila Negara Republik Indonesia Nomor 4221 )

Undang-Undang Nomaor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Fconomic, Social And Cultural
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budava (Lembaran MNegara Republik Indonesia

Tahun 2005 Momor 118, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
Undang-Tindang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 6l Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4846);
Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82
lambahan Lembaran Megara  Republik Indonesia
Nomor 5234);
Undang-lLindang MNomor 6 Tahun 2014 tentang [esa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Ty
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495,
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Momor 9
Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taliwgy 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
MNomaor 5679);
Peraturan ’emerintah Momor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Tndonezia Womor 5558 sebagmimana telah diubah dengan
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11. Peraturan Daecrah Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Kebijakan Publik (Lembaran Dacrah  Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen MNomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kebumen
Tahun 2008 MNomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomaor 22);

|1 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen MNomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (LLembaran
Daersh Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Kebumen
Nomaor 507,

|4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Momor
20. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Momor 937;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan

KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN -

Menetapkan @ PERATURAN DESA TEMTANMG RENCANA KERIA PEMERINTAH

DESA KUWARASAN TAHUN 2016

BAB [ KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini vang dimaksud :

1.

[Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
sclanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mMengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempal berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan UTUIsan pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

——
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

[Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintahan Daersh adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia scbagaimana dimaksud dalam
Undang-1Indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Dacrah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setclah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uvang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kescjahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakal Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kescjahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
davu melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan vang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakal Desa.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musvawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang disclenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
ha! yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak
berkepentingan untuk mengalasi permasalahan dan pihak yang akan 1erkena
dampek hasil musyawarah).

Musyawarah Percncanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten di Kecamatan yang selanjuinya disingkat Musrenbang RKFPD
Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegilatan dari Desa seria
menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebaga dasar
L M s B es Qarian Keria Perangkat Dacrah Kabupaten.
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Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKF  Desa
merupakan penjabaran dari RPIM Desa untuk jangka waktu | (satu) tahun
vang memuat rencana penyclenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakal
Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di
Desa,baik mengenai sumber dava manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan
gender, pelindungan terhadap anak, pemberdavaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan
hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjuinya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, vang dibahas dan
disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
vang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yvang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana pennmbangan yang
diterimakabupaten/kota  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdava manusia,
kelembagaan,prasarana dan sarana, seria perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadap di desa.

Visi adalah Gambaran tentang Kondisildeal Desa yang diinginkan.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi
dapat terwujud secara cfektifdan efisien.

RaB 1
SISTEMATIEA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1} Mencana Herja Pemerintah Deca Knwarazsan  Tahun 2016 disusun dengan

sistematika schagal berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum
1. Tujuan dan Manfaat
2. Proses Penyusunan

3. Sistematika
e T A RATE AT AR TTRATTRA PERMMERTN TAHARN TMIES A
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(. Kebijakan Pendapatan Desa

D. Kebijakan Belanja Desa

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun
sebelumnyva.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Dlesa.

C. ldentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara
lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang berkepanjangan

D. ldentifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah

BAB TV  ARAH KEBIAKAN PEMBANGUNAN DESA:

A Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2016
|. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah l'ahun
Anggaran 2016
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
BAB V  PENUTUP
BAB VI [ AMPIRAN
Martrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2016
Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
Berita Acara Musrenbang Desa RKP Dega Tuhun 2016
Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2016

oo B L R g

(2} Isi Rencana Kera Pemerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peramuran Desa m merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah  Desa Tahun 2015 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan  dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RRA) Dhaftar
Pelaksanaan Anggaran {DPA), sera dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana
Kegiatan dalam Forum Musyvawarah Desa.

Pasal 5
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Pasal 6

Perubahan RKP Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
disepakati bersama dengan BFD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini  selanjutnya disusun APB Desa Tahun
Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kuwarasan pada
tanggal September 20135
KEPALA DESA KUWARASAN,

s

I =

(MUTAQIN)

Diundangkan di Desa Kuwarasan
pada tanggal September 2015
SEKRET!\RJS DESA KUWARASAN

_hﬁ.{‘

KARIONO

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2015 NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR ....04....... TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Desa adalah desa dan desa adar atau vang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakal, hak asal usul, dan/atau hak utadisional yang diakui dan
dihormati dalam  sistem  pemerintahan MNegara Kesaman Republik
Indonesia.Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanckaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakatl.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau  dibentuk dalam sistem
Pemerintah Masional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa
diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi
dan transparansi serta demokratisasi yang berkembangdi desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah im disusun
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas
penyelenggaraan pemerintahan yang haik serta scjalan dengan asas
pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, antara lain  kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan  cfisiensi, kearifan lokal,
keberagaman serta pariisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Dcsa,
diutamakan nilai kebersamaan, kckeluargaan, dan kegotong-royongan guna
mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa

I I e S S Tl ST, [Foiers S [l e -7 dirt ™
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Bahwn berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP [Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu | (satu) tahun
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemernntahan Dwesa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyvarakat
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas
kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau
hal-hal vang karena keadaan darurat/ bencana alam seria adanva kebijakan
baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsiatau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa. RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKFP Desa merupakan satu-
satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa
selanjutnya scbagai dasar penyusunan AFB Desa twhun anggoaran
bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
discpakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang
Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa
ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa
oleh Sekretaris Desa.

DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasan Informasi
Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

UUndang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran MNegara

Republik Indonecsia Tahun 2014 Nomeor 297, Tambahan lembaran MNegara

Republik Indonesia Nomor 3606);

% Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Masional,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Womor 53 Tahun 2004 tentang

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
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14. Peraturan Desa ....... . Nomor ... Tahun ........ tentang RPJM Desa Tahun

15. Peraturan Desa ... . Nomor ... Tahun ........ tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..........ceonee

TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUITUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai
berikurt :
a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1{satu) tahun;
b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
¢} Menectapkan Program dan kegiatan prioritas;
d} Menetapkan kerangka pendanaan;
e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
berkekuatan hukum tetap;

f) Sebagaidasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
dan

g! Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

¢) Pemberiarali kegiatan pembangunan tahunan di desa;

d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan
dengan program pembangunan supra desa:

) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

f} Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar
Desa,

PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Dlesa Kuwarasan Tahun 2016 dilakukan melalui tahapan

sehagai berikut :

|, Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa
yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2016

2 Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Kuwarasan Tahun 2016

1. Lokakarvaanalisis untuk penyusunan draft REP Desa

4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi
Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2016

5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes REP Desa menjadi
Perdes RKP Desa Tahun 2016

SISTEMATIEA
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan  Tahun 2016 disusun dengan

gisternatika sebagai berikut :

BaB 1 + PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

B Tiacar Fnikiirm
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Data kemiskinan dan Profil Desa
Kebijakan Pendapatan Desa
Kebijakan Belanja Desa

. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB Il RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKF [Desa Tahun
sebelumnya

Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan
atau kerusahan sosial yang berkepanjangan

D. Identifikasi Masalah berdasarkan  Prioritas Kebijakan
Pembangunan Dacrah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan S5Skala Desa
Tahun Anggaran 2016
1. Berdasarkan Kewcnangan Hak asal usul:
2, Berdasarken Kewenangan LokalSkala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daersh Tahun

Mmoo

ow @

Anggaran 20116
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing
Bidanpg/Sektor
BAB V PENUTUP
BAB VI LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016

32, Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan
Kabupaten (DU-RKFP Desa Tahun 2016)

Berita Acara Musyawarah Desa

Berita Acara Musrenbang Desa

Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

Keputusan Kepala Desa tentang Pokja REP Desa

Keputusan BPD tentung Kesepakatan Bersama Perdes RKP

Desa

=1 LA e 1

BaB 1l
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

. VISI DAN MI5I

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM
Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilakukan oleh Desa secara bertshap dan berkesinambungan harus dapat
menghantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi - Misi Kepala Desa Kuwarasan disamping merupakan Visi-Misi
Kepala Desa Terpilih, juga diintcgrasikan dengan keinginan bersama
masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan

e BT e s e et R R o e
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4, meningkatkan dan memotifasi kegamaan tertama kegiatan muslimat desa
Kouwarasan; dan

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian dalam sinergl
sector pertanian
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM )

7. meningkatkan sarana dan prasarana  umum  Sesuai dengan aspirasi
masyarakat yvang diuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPIJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
1. Data Kemiskinan
Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Kuwarasan sejumlah:214 Kk
Kepala RTM Laki-laki : 199 dan KepalaRTM Perempuan ;15
2. Profil Desa
Secara umum kondisi Desa Kuwarasan baik secara demografi maupun
geografis dapat digambarkan sebagai berikut :
a. L.uas Wilayah
Luas Desa Kuwarasan 128,53 Ha
b. Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk 2739 Orang
Laki — Laki 1364 dan Perempuan 1375
¢. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)
Tidak sckolah / tidak Tamat SD : 117 Orang

Tamat 5D : 365 Orang
Tamat SMP + 433 Orang
Tamat SMA : 204 Orang
D123 17 Orang
81 + 26 Orang

d, Tingkal Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
¢. Fasilitas infrastruktur dasar
* Puskesmas

* S 1 dan 2 Kuwarasan

* Jalan Desa Sudah tidak labil

* Qaluran Irigasi teknis

Kondisi tanah

Tanah kering 52Ha
Perkebonan 0,8 Ha

Tanah irigasi setengah teknis 65,83 Ha
Dan lain-lain

= 8 BTH

=

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua pencrimaan uang melalui rekenming
desa vang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak periu
dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan
asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan
peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari ; Pendapatan Asli
Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil
Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan
dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, seria Lain-lain Pendapatan
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D. KEBUAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam | (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanjn Desa yang akan
dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. 147.300.000,-

7. Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa dan Honorarium Desa
scbesar Rp. 92.790.000,-

3. Penerimaan Lainnya yang sah Rp 0
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 37.190,200,-

5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Diesa schesar
Rp8.266.000

6 Operasional rukun tetangga dan rukun warga scbesar Rp. 3.900.000,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. ..

8 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp 399.013.485,-

9, Didang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar RplR.184.100:

10. Bidang pemberdayaan masyarakat [Jesa sebesar Rp. 9.000.000;

. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini.
Pemerintah Desa Kuwarasan belum  dapat  menyusun kebijakan
pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya
perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun scbelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Sisa lehih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan scbagaimana di atas, mencakup:
1, Pembentukan Dana Cadangan;

2, Penyertaan Modal Deea; dan

3. Pembavaran Utang

BAB 11
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar i tingkat desa, bukan

y o A L
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beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan
mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung
menghambat efekiifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang
pada akhimya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kKondisi yang menggambarkan
situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestanan
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologitepat guna dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kKearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2015 permasalahan Desa 2015 dikelompokkan menjadi
beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A.BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKF DESA
TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa
terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam REP
Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagan
berikut:
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Pengelolaan tentang Hak Desa seperti Benghok, Tanah Kemakmurun, Tarmah Kas Desa dengan
adanya undang — undang dan peraturan perundang — undangan yang baru .
_ Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
* Sulitnya pengairan lahan pertaman.
* Banyaknya saluran irigasi yang belum baik ( masih tanah dan sempi
* Pintu air untuk irigasi masih manual

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASIRPIM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang
RPIM Dess Kuwarasan tahun 2011-2015 prioritas masalah yang harus
diselesaikan meliputi 2 (Dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan
tersebut adalah :

|. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul: .
lolaan ten Hak Desa seperti Bengkok, Tanah Kemakmuran, Tanah Kas Desa
EEEEEEDEB%}'H il — unddng dan pr:ra&gn perundang  undangan yang baru

7. BRerdassrkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

* Sulitnya pengairan lahan pertanian. _ :
* Banyaknya saluran irigasi yang belum baik / masih tanah dan sempit
* Pintu air untuk irigasi masih manual

[

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH )
RKP Desa scbagai satu  kesatuan  mekanisme perencanaan
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2. Bidang Ekonomi:

a) Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat  guna
(, Pompa air Besar);

b) Pengembangan Jaringan Irigasi/ JITUL;

¢} Pengembangan bibit ikan unggul: dan

d) Pengembangan Jalan Usaha tani

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
a} PZMEKM

. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai
permasalahan yang muncul secara tiha-tiba, baik dischabkan oleh bencana
alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin
menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah
desa dan laporan yvang disampaikan oleh masvarakat, ada beberapa masalah
mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai vang rendah mengakibatkan air meluap
pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2. Pada musim kemarau banyak lahan yang kekurangan air.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan [Desa Kuwarasan yang
tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada
berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.
Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016 nantinys henar-benar berjalan efcktil untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakal, terutama upaya meningkatkan
keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak — hak dasar masyarakat,
seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan
demikian arah dan kcbijakan pembangunan desa sccara langsung dapat
berperan aktil menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kuwarasan
secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
1. Derdasarkan Kewenangan Halk Asal TTenl dan Adat Istiadat:

a) Sistem organisasi masyarakat adat;
1} Ulu - ulu, bertugas untuk.....
2} Juru kunci
3) Kaum....... (misal kaum, ili-il
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h) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
* Pembinaan ketua RT, RW
¢) Pembinaan lembaga dan hukum
adat;
d) Pengelolaan tanah kas Desa; Iventarisasi tanah bengkok, kemakmuran
dan Kas Desa.

¢} Pengembangan peran masyarakat Desa
kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat
seperti Suran, 17an.
2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1) Program Penyusunan peraturan desa;
2} Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
3) Program pengelolaan keuangan desa.
b} Bidang pelaksanaan pembangunan:
I) Pembangunan jembatan dan Tetegan sungai Jentik;
2) Pembangunan talud Pengaman Jalan Pertanian
3) Rehab saluran air.
¢} Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan
masyarakat Desa melalui Penguatan kapasitas RT, RW ;
d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
1} Kegiatan 10 program pokok FEK;
2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPIM Desa); dan
3) Pelestarian adat dan budaya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA
(KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatans
Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan  yang
merupakan kebutuhan riil masyarakat desa  Kuwarasan tetapi
pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini  disebabkan
pertarma kegiatan tersebut secars peraturan perundangan  bukan
kewcnangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu
membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan vang ketiga, sccara
sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM
maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas

pembangunan
tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah  perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) woleh Delogasi
Peserta Desa Kuwarasan vang dipilih secara partisipatif pada forum
Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebul

adalah :

. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
a) Normalisasi jaringan irigasi jentik
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1} Bidang penvelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp 281.546.200,-
atau 39,5 % dr total belanja desa

2) Bidang pelaksanaan pembangunan scbesar :Rp 399.013.485,- atau
56.2 % dr total belanja desa

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :Rp 18.184.100.- atau £
% dr total belanja desa

4) Bidang pemberdaysan masyarakat Desa sebesar :Rp 9.000.000 atau 1.5
% dr total belanja desa

5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp 349.143.805,-
atau 49 % dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di  dalam
Format RKP Desa Tahun 2016

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja scbagaimana terscbut di  atas, diharapkan wisi-misi desa terutama
bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih
rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 tercantum
pada Lampiran Il Peraturan Desa ini.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan
dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
weberlangsungan pembangunan di  desa. Scbaliknya permasalahan  dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan rTuang informasi bagi masyarakat tidak memadai.
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Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada keburuhan ril masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kescjahteraan masyarakat dan kemandirian
desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara
proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan
penycpakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kuwarasan

pada tanggalziAgustus 2013

Kepala Desa Kuwarasan
S

Hﬁ_@eﬂ

({MUTAQIN)




L09°18E°9T (09186 9L L0 MY Z0 LY w i e ,E..u_._.&
(a6t red'er BELCed'SE A B0 M 20 LU [ ajuen
upBuEpnEfueUad Lep uENFLd
digje| pognas g ey B
|000‘000°0% 000°000'0% P TOMEZO1Y| WOt o]
Pl EEYIPIPUEY UPp AEuEal
el Foyyay uegEy Sl LT LIMEETE B 2 (L
{D00'000°52 D00000 ST n rerrEy Bupng
_ nog' pEnaEpsad Jogyet wel iU
_ i | oo o o Al padidaiaueiy gacjed
8p ueieitsl ¥06 upjrrpad 10y GEIETIUILE
\oga's0z" _
o e joEs'soE L0 A urjrdal §og L O wein
yedriiad inlsas uelmiuusg ~
RN SR YE R
D00 DEL'TE _m_u_n_.am._..hmm " T w1 Erap
freTr— yeyEuLawad epol elierliag upp LEWHUEIE] 53]
_ __HE ool D00'SRLCE A UBSETRMNY =T e iU upe eeelsd
IDOEDET'TE looo'oeast DOT'DZE LT ry ] WO 1 (=T SLEY
_ T wiyFEwad #pod eiimeleg]
R 000 D0E ¢ 1T " uEEwIEMT | o1 EEp e rea0 1848
i BAEjH RAuEEIUaY
WSO HY LNIHIAA W
7 ) . = . - - B BlLle L b £
we NYSNYEN | 153M favrvd
wior || P | wvniwve | 1sniove aay vsaownwa o | 1 |8 finnoa) MY
15RO WTHIANIN NYLWISIA |
J N AVIEIEE HOLTATIN
| 0 | wNWO HI8WINS IS 130HvL
Y530 VIVAES NYNNDNYRWId SY.LH0 HYLIvO
e -
WYY AN -
AT A

BYEWH AT w3 OTRT NEEM LY

STOF unye | Bien wHy
sgE wnpsniy i
EL R

MDY



NIDYLNW

e o

WEYHY A qmﬁﬁ GER
5T0Z snisnBy p; [eBBue) eped uendelagg

SICEPCTIIL |0 |0O0'OLGTZT [000'000%05 [coe'IeE@l  [eew'zEs'Stz  |0e's0T'LLT TR YRV g APt
SOL'ERL"L0L {000'000"2 i
. 000'000°E . FUnIE IR |
{00000’z 00000z ueepnipaday ueyeday BAume]sEa| !
uERgi
|oo0"00a’s 0Ot 000 msue| wep Eyfeg 57 uEEyEluac _
LS AHYAS
— ; %0
__!n.Eqm 000'0Ta __H_n (e[ B A S iy ez day shugeliag
. 0T
_En.ih-__.‘. M_H_H Wey uEsEmny e Wid elaup ey EuuaL —
= A ue
P~ O ET
{000’06’ ezt UESEERmMIV RSa[] fayg LEp 1 el rey ey B
Hi LV H A
D0D'D00'0S Doo 00 015 wayen T GEpEL g dEgE S e g
_ e TEIPRNY S5 —




o b ] EO AR EET LY wogl Afurg usBUEpm
e wEuELad
el Jopds e ey B
000700052 000°000'5E A el [ UL
200000 in3aG UETERELUR]
W [O0'D0a'0E n (e EIEY ramd | wEjuT ol
Lyl
Ap rp|e3al §oi0 JOTRS LEiEY AL
|aneetR |00 i’ 0T Al umERel yo)g i 009 (AT
JOjyag wEiERuuas] uein
¥
L "o I 11 ot [ g |¢] o 5 ¥ £ [
uE ]
e | ey | o0 % Juh._h_.uﬁu Y| g | wsaawwwa | 8 |1 |u8 E,._ﬂ.____.m__:ﬁi_.__ T E ”
wA s J NYLYIDTR HOLYNION
| dy | wNwQ HIBAINS 1S J
ST0Z NNHVL NYNIHSININ NYDONYINDONYNId NYLYIDIN NYINSN ¥V
MAWNEIN
NSRRI
RIS U
FEOT UNYE | PR gy
50T smasndy g
&)oL - A0

HEEH YT WSO VW3S NN L 3d NI |



WIDWLAW

FEYEY AN WS30 WIVdIN
ST0Z sMsnSy 2z [eddue) eped ueydel=iig

SOR'EPT'EFE  |D fe o LO'TEG'IT T'IzE'vS |000'OVE LLT TWLOL HYTINNT

|00 e oS 000’000 05 S ieeiERng]  qeyed | sy
Bzl urpuEyisy uEyEy usipEiiag

L09'TEE'ST L0 1E6 9T | Al 10 M 0 1Y i 0| WEE] ue L




W LA

J|l|.|

NVSTHYMMA w530 ¥IVd3s
STOT smsnByf ueseiemny esag

ueydeiayg
SHIVINHIdYE AT WHME UesEIEMNY BSap oo’ 000‘neT dy 07 [Ty JEAR} HERL
oMY LSO ueniepied ueuead aduaiiueiEy
'weyelon | 000'00D°0E oY W
ueye| uerneuad ueyey veijeduad ‘We|EEal) 4Oj0 YEMES
Wk 1510 juel ugjel ueseiaiuad uepel uesesaduad | ueyodosy ¥0)0 YemEs | 0O0'DOOD0T dy | wpst LEfUELE L
wisd 1efuns ISes B0 1EBUNS p5es|(ELLE0u wiual |eduns ooo‘o0a'n. dY | wWoss wauval iel
3 B Fl g 5 v E M
L3l Ldn nimLia _— g — NYHILLY 134 VS
5 y
NVONVL VANYL SNVA QNS WYHDOMd YINYN AR E Rl SO MY HYEENY GINGT ) NYEYI:
e R
WY STHYAMITH |
S TN -

STOZ NNHY.L NVLVINYIIN 10 N3LYdNEYH GdXY ONYEONIHSNIN 3N NYATNSNIT SNYA

£10Z NNHYL NYHVENT13X / ¥S30 NYNNONYEWId NVLYIDIN SYLIHOIEd HY14va



